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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

 

Salah satu kejahatan besar yang merusak tatanan sosial bangsa 

Indonesia adalah kekerasa ln seksulal. Kekerasaln seksu lal sulatu hal yalng su ldah 

lalma terjadi bagi telinga masyarakat Indonesia. Di Indonesia, kekerasan 

seksual mening lkat seltiap tahlunnya kalrena ti ldak ada undang-undang y lang telgas 

yang membatasi kekelrasan selksual. Penyebab utama peningkatan kekera lsan 

sekslual aldalah kuralngnya kesadlaran malsyarakat unltuk melaporlkan pelrilaku 

terslebut. Dengan modernitas dan kemajuan teknologi, kekerasan seksual, 

termasuk pemerkosaan, pelecehan seksual, eksploitasi seksual, prostitusi 

paksa, dan beberapa jenis kekerasan lainnya, meningkat (Tio, 2022:156). 

Kekerasan seksual dalpat telrjadi padla sialpa puln, bai lk anlak-alnak maulpun 

perempuan, dan kadang-kadang juga terhadap laki-laki. Karena beberapa 

masyarakat melihat kekerasan seksual sebagai sesuatu yang bertentangan 

dengan norma dan etika, sulit untuk diungkapkan. Korban tidak jarang merasa 

dihakimi oleh masyarakat, yang menganggapnya sebagai aib, terutama oleh 

keluarganya sendiri. Akibatnya, korban mengalami depresi, yang dapat 

menyebabkan gangguan kejiwaan, perilaku menyimpang, dan akhirnya bunuh 

diri. 
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Sejak 1 Januari 2023 hingga 2 l0 Junli 20l23, Kemelnterian Pemb lerdayaan 

Perempualn daln Perlindu lngan Analk (Kem lenPPA) mellllllllllllllllllllaporkan 11.292 kasus 

kekerasan seksual, dengan 10.098 korban perempuan dan 1.194 korba ln lalki-

lalki. Selbanyak 32 l% korblan berlasal dalri kelo lmpok usi la 1l3 tahlun hin lgga 1l7 

tahun, daln jelnis kekeralsan seksual yallllng mengakibatkan korlban mengalami 

trauma, kerugian materi, fisik dan juga psikisnya. Catatan penting adalah tiap 

tahun hingga tiap bulan angka kekerasan seksual masih meningkat yang terjadi 

di Indonesia. Fenomena ini bisa dipandang seperti gunung es sehingga 

diartikan bahwa dalam kehidupan nyata, kondisi masyarakat khususnya 

perempuan hingga anak-anak jaulh menglalami kehi ldupan yalng s langat ti ldak 

amaln.  

Atas dasar fakta bahwa kasus kekerasan seksual kian menuai banyak 

masalah di lapangan, mulailah dibuat undang-undang khusus yang mengatur 

kekerasan seksual, yaitu diresmikannya pada Mei tahun 2022 Undalng-Undlang 

Nomlor 1l2 Tah llun 2l022 tenltang Tin ldak Pidalna Kek lerasan Seks lual. Dallam 

Undalng-Undalng Nomlor 1l2 Tahuln 20 l22 Tentalng Tindalk Pida lna Kekerasaln 

Sekslual yalng kemu ldian lebilh diklenal deng lan UlU TP lKS inli adallah paylung 

huklum atals penyel lesaian kalsus Kekeralsan Seksu lal yalng marlak terljadi. Karelna 

tidak ada peraturan yang cukup untuk mencegah dan melindungi korban 

kekerasan seksual, memberikan perlindungan dan pemulihan yang tepat bagi 

korban, memelnuhi kebut luhan hlak korblan keklerasan seks lual, d lan menglatur 

acalra tind lak pida lna keklerasan seksu lal secara menyeluruh. Olelh karelna itu l, 

Undalng-Undlang Tindlak Pildana Kekerlasan Seks lual dibelntuk. Pentingnya 

penangalnan kas lus kelkerasan seklsual setelah dilahirkannya Unda lng-Undalng 
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Tindak Pidana Kekera lsan Seksu lal in li terllihat dalri penglaturan pad la Pasall 2l3 

yalng berbunyi: 

“Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual tidak dapat dilakukan penyelesaian 

di luar proses peradilan, kecuali terhadap pelaku Anak sebagaimana diatur 

dalam Undang-Undang”.  

Oleh karena itu, pe lrlu diperhatikan bahwa tind lak pidalna kekerlasan 

seksulal yang diatur dalalm UU TPKS terse lbut tidlak dalpat ditangani de lngan 

metolde resto lrative jus ltice jika dihubungkan dengan pendekatan penyel lesaian 

perlkara yalng salat in li direklomendasikan, y laitu mo ldel pendeklatan restor lative 

julstice. Namun, secara keseluruhan, tujuan keadilan restoratif adalah unt luk 

menguralngi jum llah narapidalna, dengaln penyeleslaiannya menciptakan po lla 

hublungan balik dalalm maslyarakat. Pemid lanaan dalpat dilaklukan melalui prolses 

restorative justice yan lg melibatkan parla pih lak ylang terli lbat (pel laku, korlban, 

kelularga pela lku, daln kelu larga korblan) serta pi lhak lualr yan lg malsih 

berhubungan (Swandari&Hariyanto, 2022:1804). 

Peraturan Kepolisian Negara Rep lublik Indonlesia menllgenai 

penangalnan ti lndak pidalna denlgan keadil lan restorlllllatif menetapkan bagaimana 

Kepolisian Republ lik Indonlesia menangani tind lak pidanla melalui kealdilan 

restorlatif. Peraturan ini meneka lnkan pemu llihan dallam keadlaan sem lula daln 

perlindlungan, selrta kepenting lan korblan daln pel laku tind lak pidalna yalng tidlak 

berorlientasi palda pemidalnaan. Melnurut Palsal 1 hulruf 3 Perat lluran Polisi 

Repulblik Indonesia No lmor 8 Talhun 20l21 yang berbunyi: 

“Keadilan Restoratif adalah Penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan 

pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh 

agama, tokoh adat, atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari 

penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemilihan 

kembali pada keadaan semula”.  
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Menullllrut Peraturan Jaksa Nomor 1 l5 Tahlun 202l0 Pasal 1 huruf 1 yang berbunyi: 

“Restorative justice merupakan penyelesaian perkara tindak pidana dengan 

melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait 

untuk bersama- sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan 

pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan”. 

Contoh kasus yang ditangani secara kekeluargaan atau damai 

menunjukkan peneralpan prlinsip resltorative jus ltice melallui prolses perdam laian, 

yaitu penghent lian penyidik lan setelah mencapai kese lpakatan adalah kasuls 

kekeralsan seksu lal pegalwai Perempu lan Kemelnkop UKlM ol leh emp lat reklan 

kerjalnya yalng diu lsut olelh Polrlesta B logor. Kas lus keklerasan it lu terj ladi palda 6 

Desemlber 2 l019. Penglusutan kasu ls terhlenti setellah kelu larga pel laku yan lg 

merupalkan peja lbat Kem lenkop UlKM men ldatangi kel luarga ko lrban, melminta 

berdalmai, menikah lkan korlban, den lgan sal lah saltu pellaku, selrta mencalbut 

lapolran. Selain itu, Penerapan prinsip restorative justice dapat dilihat dalam 

masyarakat Tenganan, Pengringsingan, Karangasem, Bali, dengan 

memberikan suatu sanksi adat kepada pelaku dan korban berupa upacara 

perkawinan (Antari, 2021:77). Kasus serupa yaitu pada seorang pegawai kafe 

berinisial TA yang mengalami kekerasan seksual yang dilakukan oleh Bupati 

Maluku Tenggara pada April 2023. Pelaku sebelumnya dilaporkan oleh mantan 

karyawan kafe miliknya berinisial TA ke Polda Maluku pada Jumat, 1 

September 2023. Namun TA telah mencabut laporannya per tanggal 6 

September 2023 kemarin. Karena diduga Bupati Maluku Utara dengan korban 

berdamai dan menyepakati suatu pernikahan yang bermahar Rp.1 miliar. Hal 

ini tentu berlawanan dengan P lasal 2l3 UlU Nlo. 1l2 Talhun 20l22 tenltang Tind lak 

Pidalna Kek lerasan Seksu lal.  
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Kemudian perlu dipikirkan kembali apakah tujuan penyelesa lian 

perkarla pid lana denglan metode resto lrative justi lce inli adallah untu lk memberikan 

keadilan kepada pelaku dan korban den lgan pemul lihan kealdaan sem lula dlan 

kemballinya h lubungan balik dli masyalrakat at lau mallah menim lbulkan traulma 

balgi korblan yan lg aklan diperltemukan deng lan pellaku dli malsa delpan. Karlena it lu, 

permalsalahan ters lebut perllu pelmbahasan lelbih lalnjut menglenai urlgensi 

restorative justice jikla digu lnakan dalalm menyellesaikan tindalk pi ldana 

kekerasan seks lual sesuai dengan undang-undang dan dapat mem lenuhi halk-hlak 

seseorang sebagai korlban yalng akan tertuang dalalm penelitian ini.  

Peneliti akan mengulas peran restorative justice dalalm peny lelesaian 

tindlak pidalna keklerasan seks lual dari berbagai dilematis dan masalah ini. 

Tujuannya adalah untuk melindungi korban kekerasan seksual dan 

memberikan rasa keadilan kepada mereka sehingga mereka dapat pulih dan 

terlindungi dari berbagai risiko dan kemungkinan pengulangan kekerasan. 

Berdasalrkan latalr belakalng masallah terseblut, penel liti ingin mempresentasikan 

skripsi atau kalrya tu llis huklum delngan judlul “KEDUDUKAN 

RESTORATIVE JUSTICE DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN 

SEKSUAL DIATUR DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 

2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL” 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasalrkan dari latalr belalkang yanlg tellah dijab larkan, dapat 

diidentifikasikan beberlapa permlasalahan y lang akan dibahas yaitu: 

1. Tingginya angka kejahatan Tinda lk Pidalna Keklerasan Sek lsual.  
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2. Konsep pertanggungjawaban pidan la pelaku kekelrasan seks lual yang 

tidak selsuai denglan Undanlg-Undlang yanlg berlalku. 

3. Pelaksanaan pertanggungjawaban pidana pelaku ti lndak pid lana 

kekeralsan seklsual denglan metode restorative justice yang tidak sesuai 

atau menyimpang den lgan Undlang-Undlang Tindlak Pida lna Keklerasan 

Seks lual. 

 

1.3 Pembatasan Masalah 

Dengan maksud agar dapat lebih terarahnya dalam penyusunan skripsi 

penelitian ini, ma lka dalri itlu diambil pembatasan masal lah yan lg aklan diteliti 

terklait deng lan penerapan metode restorative justice dan kekerasan seksual. 

Malka dlari it lu dal lam penlelitian ilni memfokulskan padla pelaksanaan 

pertanggungjawaban pidana pelaku tin ldak pid lana kelkerasan sek lsual dengan 

metode restorative justice dallam Unldang-Undalng Tin ldak Pida lna Keklerasan 

Sekslual. 

 

1.4 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka masalah 

yang dapat diidentifikasi yaitu sebagai berikut: 

1. Bagaimana kedudukan restorative justice pada peraturan perundang-

undangan dalam penyelesaian kasus tindak pidana kekerasan seksual di 

Indonesia? 

2. Apakah restorative justice dapat dilaksanakan dalam upaya 

penyelesaian kasus tindak pidana kekerasan seksual? 
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1.5 Tujuan Penelitian 

Tlujuan dalri penel litian i lni adallah unt luk menemukan, mengembangkan 

selrta menguji pengetahuan dengan maksud untuk memperluas sesuatu hal yang 

telah ada. Maka dari itu tujuan yang ingin dicapai ialah: 

1. Tujuan Umum 

Untuk menganalisis kedudukan restorative justice pada tind lak pidalna 

kekeralsan sekslual di latur dal lam Ulndang-Unldang Nolmor 1 l2 Tahun 20l22.  

2. Tujuan Khusus 

a. Unltuk menlelaah daln mereflleksikan kem lbali mengenai kedudukan 

restorative justice pada penyelesaian kalsus tindak pidana kekerlasan 

selksual di Indonesia. 

b. Untuk menganalisis metode restorative justice dapat dilaksanakan 

dalam upaya penyelesaian kasus tind lak pidalna kekelrasan seks lual. 

 

1.6 Manfaat Penelitian 

Ada beberapa manflaat penelitialn inli, antlara lailn yai ltu: 

1. Manfalat Teoritlis 

Penlelitian in li bermalnfaat dan membantu stu ldi il lmu hu lkum daln 

perkem lbangan terhladap kedudukan restorative justice dallam 

penyelesaian tindak pid lana kekerasan seksual. 

2. Man lfaat Pralktis 

a. Balgi Aparlat Penlegak Hulkum 

Halsil penlelitian in li diharlapkan memlberi masuk lan kelpada 

apalrlat penellgak hulklum d laln lemlblaga neglalra ylalng relelvan unt luk 
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menangani kasus pidana secara menyeluruh dan proporsional. 

Sehingga metode restorative justice dalam penanganan tindak 

pidana kekerasan seksual dapat memberikan rasa keadilan kepada 

korban sehingga mereka dapat dipulihkan secara keseluruhan. 

b. Balgi Masyarlakat 

Dihalrapkan halsil pen lelitian inli akan berlmanfaat balgi 

masyalrakat dan memberikan pengeta lhuan tambahan tentang 

penyelesaian perkara pidana yang adil. 

c. Balgi Penlulis 

Aglar penlulis mendap latkan walwasan daln penget lahuan 

khuslusnya dallam bi ldang huk lum pidanla, viktim lologi, kri lminologi 

daln kealdilan restorative (restorative justice). 

 

 

 


